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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rosyidi bin Asnawi, tempat tanggal lahir Tanjung Saleh, 01 Juli 1979,
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer,
pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 006
Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten
Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Nurul Masiyah binti Marwan, tempat tanggal lahir Tanjung Saleh, 06
Februari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat
tinggal di RT. 009 RW. 006 Desa Tanjung Saleh
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Pemohon II;

Pemohon | dan Pemohon Il selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.
DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19
Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Sry,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2000 Para Pemohon telah
melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua

Pemohon II, di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten
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Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandug Pemohon II, ijab diwakilkan
kepada penghulu nikah setempat bernama H. Marfuad, sedangkan kabul
langsung diucapkan oleh Pemohon | sendiri, adapun yang menjadi saksi-
saksinya yaitu Abdul Halim dan Marjuki, dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia
19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan Para Pemohon
juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan
perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada
halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum
Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena
saat itu Para Pemohon juga tidak paham tentang pentingya administrasi
pencatatan pernikahan sehingga para Pemohon tidak pernah mendaftarkan
pernikahannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten
Kubu Raya,;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian Para Pemohon pindah di
rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon di atas;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak
pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat
pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah
bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk
mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai bukti sah pernikahannya
serta dokumen lain yang berkaitan dengan buku nikabh;
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Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c¢.q Hakim yang
memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Rosyidi bin
Asnawi) dan Pemohon Il (Nurul Masiyah binti Marwan) yang dilaksanakan
pada 5 Januari 2000 di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya
permohonan lItsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya
sehubungan dengan permohonan perkara a quo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya,
selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | NIK
6112090107790358, yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2012 oleh
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il NIK
6112094602800006, yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2013 oleh
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092807110032, yang
dikeluarkan tanggal 04 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.3);
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1. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/931/VIII/2020/Kesra,
yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung
Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.4);
Bahwa, fotokopi alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos
(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;
B.Saksi
1. Sade'i bin Asnawi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
tani, bertempat tinggal di Parit Pangeran Rt. 009 Rw. 006 Desa Tanjung
Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan
sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon II melangsungkan akad
nikah secara Islam pada tahun 1999 di rumah Pemohon Il di Desa
Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il
bernama Marwan, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama
H. Marfuad dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan
akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon | dan keluarga Pemohon
Il serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul
Halim dan Marjuki dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00
dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan serta Pemohon Il tidak sedang dalam

pinangan orang lain;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan

darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan

lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan

perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon | dan

Pemohon Il tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan

orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 5 (lima) orang

anak;

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il

belum didaftarkan ke KUA karena Para Pemohon tidak mengerti

bahwa pernikahan harus dicatatkan ke KUA, terlebih pada saat itu

warga sekitar juga jarang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat

nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini

mereka memerlukannya sebagai persyaratan untuk membuat akta

kelahiran anak dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan akta

nikah;
2.  Ahmad Yahdi bin Miat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
guru madrasah, bertempat tinggal di Parit Pangeran RT. 003 RW. 005
Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,
di depan sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan akad

nikah secara Islam pada tahun 1999 di rumah Pemohon Il;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohon I

melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il
bernama Marwan, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama
H. Marfuad dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;

- Bahwa pada saat Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan
akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon | dan keluarga Pemohon
Il serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Abdul
Halim dan Marjuki dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00
dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan serta Pemohon Il tidak sedang dalam
pinangan orang lain;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan
lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan
orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak;

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
belum didaftarkan ke KUA karena Para Pemohon tidak mengerti
tentang keharusan mencatatkan perkawinan ke KUA,;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini
mereka memerlukannya sebagai persyaratan untuk membuat akta
kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il kemudian menyatakan cukup dengan
bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan
sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;
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B4

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan
Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal
49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf
[e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para
Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para
Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan
Agama Sungai Raya,;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakukan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara
Islam pada 5 Januari 2000 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II
bernama Marwan, ijab diwakili oleh penghulu bernama H. Marfuad dan kabul

dilakukan oleh Pemohon | serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang
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sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon |
berstatus perjaka sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dan antara
keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan,
hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan
mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan
Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan
hukum, maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan
Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta autentik dan P.4
merupakan surat lainnya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan
cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH
Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal
2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea
Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan
Bea Materai, bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik
yang tidak dibantah sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht) terbukti Pemohon | dan Pemohon
Il masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan
Agama Sungai Raya serta Pemohon | adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi surat keterangan
Kepala Desa menerangkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
menikah pada 05 Januari 2000, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi

Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah
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yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sementara Kepala Desa bukanlah
pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat
bukti a quo dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang
menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau
dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi
persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling
berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah
memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para
Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim
berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti
serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim
telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara
agama Islam pada tanggal 05 Januari 2000 dalam wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, pada saat
pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon Il bernama Marwan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing
bernama Abdul Halim dan Marjuki dengan mas kawin berupa uang sebesar
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;

2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan
mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan
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perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan
dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah
melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4, Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri lain selain Pemohon Il
dan Pemohon Il tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

5. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang
keberatan terhadap pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon |
beragama Islam, masih jejaka dan Pemohon Il juga beragama Islam dan
berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun
sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah
(mawaani’ al-nikah), maka pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman
Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah wali
nasab yakni ayah kandung Pemohon Il bernama Marwan dan ijab diwakili oleh
tokoh agama setempat bernama H. Marfuad maka pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua)
orang saksi bernama Abdul Halim dan Marjuki, dengan demikian telah
memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan
langsung oleh H. Marfuad dan Pemohon | telah mengucapkan kabul secara
pribadi dalam satu majelis (ittihad al-majlis), dengan demikian pernikahan
antara Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28

dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang
berbunyi:

Jio gaals 5 Jp W A3 Y

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil”;

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut

Thalibin, Juz 1ll, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat

Hakim sebagai berikut:

4SaS dsina 8l el #lu il g Al ) ) g
Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama
perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Bab IV
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan
akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang
berkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan
mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun jo. Pasal
4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan

mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2000 di Desa Tanjung Saleh
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B4

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ditetapkan keabsahannya,
patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Rosyidi bin Asnhawi)
dan Pemohon Il (Nurul Masiyah binti Marwan) yang dilaksanakan pada
tanggal 5 Januari 2000 di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada
hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Muharram 1442 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,
dibantu Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para

Pemohon.

Panitera Pengganti, He
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Etha, S.H. Soffatul Fu

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp
Panggilan Rp
PNBP Rp
Redaksi Rp
Meterai Rp
JUMLAH Rp

(seratus enam belas ribu rupiah)
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